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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penetapan 

Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan 

224/Pdt.P/2025/PA.AGM, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Disparitas penetapan asal-usul anak dalam Penetapan Nomor 

118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM 

terletak pada perbedaan formulasi amar penetapan yang digunakan oleh 

majelis hakim. Dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, anak 

ditetapkan sebagai ―anak biologis‖, sedangkan dalam Penetapan Nomor 

224/Pdt.P/2025/PA.AGM anak ditetapkan sebagai ―anak sah‖. Perbedaan 

tersebut muncul meskipun kedua perkara memiliki fakta hukum yang 

hampir sama , yaitu anak lahir dari perkawinan sirri yang secara agama 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kemudian perkawinan tersebut 

dicatatkan secara resmi setelah anak lahir. Namun demikian, disparitas 

tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan kualitas pembuktian, karena 

dalam kedua perkara majelis hakim telah melakukan pemeriksaan alat 

bukti secara komprehensif melalui alat bukti surat, keterangan saksi di 

bawah sumpah, dan penilaian terhadap fakta persidangan. Dengan 

demikian, disparitas lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan 

penafsiran hukum dan formulasi yuridis hakim dalam merumuskan amar 

penetapan. 
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2. Analisis Maqasid Syari‘ah dalam Penetapan Nomor 

118/Pdt.P/2025/PA.AGM telah mempertimbangkan kepentingan anak dan 

prinsip Maqasid Syari‘ah. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut :  

a. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama) 

Majelis Hakim dalam penetapan nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM 

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak . Penggunaan istilah ini 

dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian hukum untuk tetap 

memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan ketentuan 

syariat mengenai nasab dan melegalkan pernikahan sirri. Sesuai 

dengan dasar hukum, Al-Qur‘an dan Hadist serta kaidah fiqih. 

b. Hifz al-Nasl (Perlidungan Keturunan/Nasab) 

Hal ini karena pokok perkara yang dimohonkan adalah kejelasan 

hubungan anak dengan ayah dan ibunya. Nasab berhubungan dengan 

hak nafkah, hak pemeliharaan, hak waris, perwalian, serta kedudukan 

sosial anak dalam keluarga. Penggunaan istilah ini dapat dipahami 

sebagai bentuk kehati-hatian hukum untuk tetap memberikan 

perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan ketentuan syariat 

mengenai nasab Sesuai dengan dasar hukum, Al-Qur‘an dan Hadist 

serta kaidah fiqih.  

Selanjutnya Analisis Maqasid Syari‘ah dalam Penetapan Nomor 

224/Pdt.P/2025/PA.AGM. Majelis Hakim dalam penetapan nomor 
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224/Pdt.P/2025/PA.AGM dipandang  sesuai dengan tujuan Maqasid 

Syari‘ah sebagai prinsip utama dalam Penetapan asal usul anak. 

Analisisnya sebagai berikut :  

d. Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Nasab) 

Al-Qur'an memandang status anak sah sebagai buah dari institusi 

pernikahan yang suci (mitsaqan ghalizha), yang menjadi fondasi 

utama perlindungan keturunan. Nasab bukan hanya hubungan biologis, 

tetapi juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban 

antara anak dan orang tua, seperti hak nafkah, hak waris, hak 

perwalian, dan hak pemeliharaan. Sesuai dengan dasar hukum, Al-

Qur‘an dan Hadist serta kaidah fiqih. 

e. Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa) 

Penetapan ini juga mencerminkan ḥifẓ al-nafs karena memberikan 

perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak secara layak dan 

bermartabat. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap kehidupan 

manusia merupakan tujuan utama syariat. Sesuai dengan dasar hukum, 

Al-Qur‘an dan Hadist serta kaidah fiqih. 

f. Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta) 

Dalam hukum Islam, hubungan nasab memiliki akibat hukum yang 

sangat luas karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban 

keperdataan antara anak dan orang tuanya, terutama berkaitan dengan 

nafkah, pemeliharaan, hibah, wasiat, dan kewarisan. Sesuai dengan 

dasar hukum, Al-Qur‘an dan Hadist serta kaidah fiqih. 
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3. Implikasi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 

224/Pdt.P/2025/PA.AGM Terhadap Perlindungan Hak Anak, antara laian :  

d. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, implikasinya yaitu : 

dalam hak Perwalian, hak waris, hak Administrasi Kependudukan 

(identitas diri). 

e. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, implikasinya yaitu : 

Kepastian Hukum Status Anak (hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, 

hak kewarisan, hak administrasi kependudukan, hak perlindungan 

jiwa/ anak). 

B. Saran 

1. Bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, perlu dilakukan 

penguatan pedoman atau standar redaksi amar penetapan asal-usul anak 

agar terdapat keseragaman praktik peradilan di tingkat pengadilan agama. 

2. Bagi hakim Pengadilan Agama, diperlukan konsistensi dalam penggunaan 

terminologi hukum pada amar penetapan asal-usul anak agar tidak terjadi 

disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik fakta yang 

serupa, sehingga kepastian hukum bagi anak dapat lebih terjamin. 

3. Pemohon hendaknya menjadikan proses penetapan asal-usul anak sebagai 

bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kehormatan, 

identitas, dan masa depan anak, sehingga anak tidak mengalami 

diskriminasi sosial maupun administratif. 

4. Pemohon disarankan untuk memahami konsekuensi hukum dari penetapan 

anak biologis, khususnya terkait hubungan nasab, hak pemeliharaan, 
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nafkah, dan hak keperdataan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

5. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai 

kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi sejak awal guna mencegah 

munculnya permasalahan hukum terkait status anak di kemudian hari. 
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